SALINAN

WALIKOTA SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR : 100.3.3.3/263/436.1.2/2023

TENTANG

TIM MONITORING DAN EVALUASI PUSAT INFORMASI SAHABAT ANAK KOTA

Menimbang

Mengingat

SURABAYA
WALIKOTA SURABAYA,

a. bahwa dalam rangka memenuhi hak anak atas informasi
yang layak, melalui penyediaan fasilitas informasi dan
pemberdayaan anak di bidang informasi;

b. bahwa dengan mendasarkan ketentuan Pasal 11
Peraturan Walikota Surabaya Nomor 5 Tahun 2023
tentang Pusat Informasi Sahabat Anak yang menyebutkan
bahwa monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan
Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA) dilakukan oleh tim
monitoring dan evaluasi yang bersifat independen yang
ditetapkan dengan Keputusan Walikota;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Walikota tentang Tim Monitoring dan Evaluasi Pusat
Informasi Sahabat Anak Kota Surabaya.

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa
Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 1965 Perubahan Batas Wilayah Wilayah
Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya
dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun
1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten
Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-
Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa
Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah
Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang

Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia 3821);
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Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
3887);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang

Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 99, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882);

. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor
139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
NOmor 4252);

. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang

Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4774);

. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi

dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang

Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4928);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5060);
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Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6801);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007
tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5531);

Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label
dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3867);

Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun Tahun 2012
tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat
Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor
278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5380);

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2009 tentang
Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 181);

Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang
Pengesahan Convention On The Rights Of The Child
(Konvensi Tentang Hak-Hak Anak);

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Nomor S5 Tahun 2011 tentang
Kebijakan Pemenuhan Hak Pendidikan Anak(Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 65);
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Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Nomor 10 Tahun 2011 tentang
Kebijakan Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
8357);

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang
Kebijakan Pengembangan Kabupaten / Kota Layak Anak
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor
168);

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 169);

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014
tentang Upaya Kesehatan Anak (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 825);

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 64
Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok di
Lingkungan Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 1982);

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82
Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan
Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
101);

SK Menteri Kesehatan RI Nomor 386/1994 tentang
Pedoman Periklanan: Obat Bebas, Obat Tradisional, Alat
Kesehatan, Kosmetika, Perbekalan Kesehatan Rumah
Tangga, Makanan-Minuman;

Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor
01/P/KPI/03/2012 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran;

Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor
02/P/KPI/03/2012 tentang Standar Program Siaran;

Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2022
tentang Penyelenggaraan  Perpustakaan (Lembaran
Daerah Kota Surabaya Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 3);

Peraturan Walikota Surabaya Nomor 86 Tahun 2021
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas
dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan Dan
Kearsipan Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021 Nomor 86);

Peraturan Walikota Surabaya Nomor 5 Tahun 2023
tentang Pusat Informasi Sahabat Anak (Berita Daerah
Kota Surabaya Tahun 2023 Nomor J5).



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

Tembusan:
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MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA TENTANG TIM
MONITORING DAN EVALUASI PUSAT INFORMASI SAHABAT
ANAK KOTA SURABAYA.

Membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi Pusat Informasi
Sahabat Anak (PISA) dengan susunan keanggotaan
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

Tim Monitoring dan Evaluasi Pusat Informasi Sahabat Anak
sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai
tugas :

a. melakukan monitoring dan evaluasi kesesuaian antara
kebijakan dan pengelolaan Pusat Informasi Sahabat Anak
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan,;

b. melakukan monitoring dan evaluasi kesesuaian antara
rencana dan realisasi kegiatan pengelolaan Pusat
Informasi Sahabat Anak;

c. melaporkan hasil monitoring dan evaluasi Pusat Informasi
Sahabat Anak secara tertulis kepada Ketua dan
dipublikasikan secara terbuka kepada masyarakat melalui
media cetak, situs dan beragam media sosial.

Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 8 September 2023

WALIKOTA SURABAYA
ttd

ERI CAHYADI

Yth. Anggota tim yang bersangkutan

Salinan sesuai dengan aslinya,

A Madya
200501 1 004



LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA

NOMOR :100.3.3.3/263/436.1.2/2023
TANGGAL : 8 SEPTEMBER 2023

DAFTAR TIM MONITORING DAN EVALUASI PUSAT INFORMASI SAHABAT
ANAK (PISA) KOTA SURABAYA

JABATAN Perguruan | JABATAN
No. NAMA ORGANISASI Tinggi DALAM
TIM
Praktisi /
1 | Nanang Abdul Chanan, S.Sos Pemerhati Ketua
Anak
Sekolah
. ' Unsur Tinggi
2 Moch. Isa Ansori, M.Psi Perguruan Teknik Anggota
Tinggi Multimedia
Malang
3 Aan Haryono, S.E Lembaga Anggota
Ty T Independen &8

WALIKOTA SURABAYA,
ttd

ERI CAHYADI
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